BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pamaparan dan analisis yang telah Penulis sampaikan pada bab-

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip Self Assessment System tidak bertentangan dengan UU Akses
Informasi Keuangan dan tetap sesuai untuk diberlakukan di Indonesia, karena
pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memberikan kesempatan
Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri melalui
beberapa pasal dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun
dalam hal pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak di Lembaga Jasa Keuangan
(LJK) yang diatur dalam UU Akses Informasi Keuangan, merupakan wujud
dari pengawasan DJP sekaligus sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan Wajib
Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) dengan benar.

Prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perbankan tidak
bertentangan dengan UU Akses Informasi Keuangan. Hal tersebut dikarenakan
Pasal 40 ayat (1) serta Pasal 41 UU Perbankan dan UU Akses Informasi
Keuangan sama-sama mengatur mengenai pengecualian prinsip kerahasiaan
bank untuk kepentingan perpajakan. Namun karena UU Akses Informasi
Keuangan mengatur mengenai pembukaan prinsip kerahasiaan bank untuk
kepentingan perpajakan secara lebih spesifik dari Pasal 40 ayat (1) dan Pasal
41 UU Perbankan, maka UU Akses Informasi Keuangan merupakan lex
specialis dari Pasal 40 ayat (1) dan 41 UU Perbankan. Dengan kata lain,
praktik pelaksanaan pembukaan prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan

perpajakan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Perbankan,
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dianggap tidak berlaku lagi karena telah diatur lebih khusus dalam UU Akses

Informasi Keuangan.

Kendala DJP terkait dengan diberlakukannya UU Akses Informasi
Keuangan adalah masih terdapat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya
memahami UU Akses Informasi Keuangan dan pengimplementasiannya,
sehingga upaya yang telah dilakukan DJP untuk mengatasi kendala tersebut

adalah dengan melakukan sosialisasi berupa:

e pembuatan artikel-artikel oleh Staf Pelaksana Seksi Pertukaran
Informasi Perpajakan Internasional 1 DJP khususnya, maupun anggota
sub direktorat perpajakan DJP lainnya yang membahas mengenai
pembentukan, tujuan, serta pentingnya UU Akses Informasi Keuangan
yang dipublikasikan oleh Seksi Pengelolaan Situs Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP di media cetak

seperti koran, maupun melalui website resmi DJP sendiri; dan

e pemberian materi mengenai UU Akses Informasi Keuangan ke kantor-
kantor wilayah pajak di seluruh Indonesia, dengan harapan pemberian
materi ini akan diteruskan lagi oleh kantor wilayah pajak kepada
kantor-kantor pajak di wilayah tersebut dan selanjutnya disosialisasikan

kepada para Wajib Pajak.

Kendala lain yang dihadapi DJP adalah masih terdapat beberapa LIK yang
meminta perpanjangan waktu terkait pendaftaran dan pelaporan informasi
keuangan kepada DJP dengan alasan belum memahami UU Akses Informasi
Keuangan sepenuhnya. Upaya yang telah dilakukan oleh DJP adalah dengan

melakukan:

e komunikasi dengan LJK melalui email ataupun telepon apabila terdapat
pertanyaan dari pihak LJK kepada DJP terkait ketidakpahaman LJK
terhadap UU Akses Informasi Keuangan;
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e petugas DJP yang khusus menangani masalah UU Akses Informasi
Keuangan diundang dan hadir menjadi narasumber di LJK untuk
mengisi materi mengenai UU Akses Informasi Keuangan serta teknis
pendaftaran dan pelaporan data keuangan yang wajib diserahkan LIK

kepada DJP;

e DJP telah memperpanjang tenggat waktu pendaftaran dan pelaporan
data keuangan yang wajib disampaikan oleh LJK; dan

e DJP mengadakan rapat dengan pihak LJK dalam rangka memberi
pemahaman mengenai UU Akses Informasi Keuangan kepada LIJK,
agar hal-hal yang belum dipahami pihak LJK mengenai UU Akses
Informasi Keuangan (misalnya dalam hal teknis pendaftaran, pelaporan,
dan pembukaan data keuangan Wajib Pajak) menjadi dipahami oleh
LJK, sehingga proses pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan

dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

Kendala yang dihadapi LJK dalam menjalankan UU AIK adalah terdapat
LJK yang masih belum memahami sepenuhnya mengenai UU AIK, baik terkait
dengan teknis pendaftaran maupun mengenai pelaporan data keuangan yang
wajib diberikan LJK kepada DJP. Terkait dengan hal tersebut, LJIK yang belum
memahami dengan baik mengenai teknis pendaftaran maupun pelaporan data
keuangan menjadi tidak dapat mendaftarkan diri ataupun menyampaikan data

keuangan nasabahnya tersebut secara tepat waktu kepada DJP.

Upaya yang telah dilakukan LJK untuk menangani kendala tersebut adalah
dengan cara menanyakan hal-hal yang belum dipahami tersebut kepada pihak
DJP, baik melalui email maupun telepon. Selain itu, terdapat LJK yang
mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan dari LJK dan
mengundang petugas DJP yang khusus menangani masalah UU AIK sebagai
narasumber dalam sosialisasi tersebut. Hal tersebut pun dilakukan sebaliknya

oleh LJK, yaitu perwakilan LJK hadir dalam acara-acara sosialisasi yang
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dibuat oleh DJP terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan

perpajakan.

Kendala lain yang dihadapi LJK dalam menjalankan UU AIK adalah tidak
adanya batasan kriteria laporan keuangan yang jelas yang wajib diserahkan
LJK kepada DJP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 angka 3 UU AIK. Hal
tersebut menjadi suatu perbenturan kepentingan bagi LJK, di satu sisi LIK
wajib untuk menjaga data keuangan nasabahnya, tetapi di sisi lainnya LJK
wajib memberikan data keuangan nasabah tersebut kepada DJP tanpa adanya

kriteria yang jelas.

Upaya yang telah dilakukan LJK untuk mengatasi kendala tersebut adalah
melakukan musyawarah dalam bentuk rapat dengan pihak DJP. Hal tersebut
dilakukan untuk mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami LJK terkait UU
AIK, namun pihak LJK dan DJP belum menyepakati hal-hal mengenai kriteria

yang belum jelas tersebut.

B. Saran

Setelah Penulis meneliti mengenai implikasi dari penerapan UU Akses
Informasi Keuangan terhadap prinsip kerahasiaan bank dan Self Assessment
System, serta kendala dan upaya DJP dalam melaksanakan UU Akses Informasi
Keuangan, menurut Penulis ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam

penerapan UU Akses Informasi Keuangan, yakni:

a. dikarenakan dalam UU Akses Informasi Keuangan hanya diatur mengenai
sanksi bagi LJK yang tidak mau memberikan data keuangan kepada DJP dan
tidak diatur mengenai sanksi bagi pejabat yang dapat dibuktikan melakukan
pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak dengan sewenang-wenang, maka
dalam rangka menciptakan keseimbangan perlindungan hukum bagi semua
pihak dalam UU Akses Informasi Keuangan ini, pasal mengenai sanksi bagi
pimpinan dan/atau pegawai otoritas perpajakan, Menteri Keuangan dan/atau

pegawai Kementerian Keuangan, pimpinan dan/atau pegawai Otoritas Jasa
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Keuangan, serta pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan petugas
perpajakan yang dapat dibuktikan melakukan kesewenang-wenangan dalam
proses pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak di LJK, perlu dibuat. Selain
untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum bagi para pihak, pasal
tersebut juga diperlukan sebagai kepastian hukum mengenai sanksi bagi
pejabat atau petugas yang melaksanakan pemeriksaan data keuangan Wajib
Pajak dengan sewenang-wenang. Namun, dalam hal merevisi suatu undang-
undang dibutuhkan waktu yang lama dan cukup sulit, maka sebaiknya aturan
tentang sanksi tersebut dibuat ke dalam satu peraturan tersendiri yang dapat

dibuat oleh LJK ataupun oleh DJP.

. dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi DJP terkait masih terdapatnya
Wajib Pajak yang belum memahami UU Akses Informasi Keuangan dan
pengimplementasiannya, maka perlu dilakukan sosialisasi dengan cara
pemasangan iklan. Pemasangan iklan dapat dilakukan melalui media elektronik
seperti iklan layanan masyarakat pajak berupa video yang membahas mengenai
pentingnya melaporkan SPT dengan jujur di televisi, radio, maupun media
sosial yang banyak digunakan oleh Wajib Pajak, seperti melalui instagram
ataupun YouTube. Pemasangan iklan layanan masyarakat pajak tersebut dapat
juga dibuat berupa gambar yang dipasang pada spanduk, baliho, maupun papan
reklame yang dipasang di setiap kantor pajak dan di sepanjang jalan.
Sosialisasi dengan cara-cara tersebut dapat dilakukan agar masyarakat
mengenali adanya UU Akses Informasi Keuangan serta lebih terpacu untuk

melaporkan SPT-nya dengan jujur.

. dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi LJK terkait tidak adanya
batasan mengenai laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh LJK kepada
DJP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 3 UU Akses Informasi
Keuangan, perlu dibuat pertemuan antara DJP dan LJK yang isinya LJK
mengajukan butir-butir kriteria laporan keuangan sendiri kepada DIJP.
Selanjutnya kriteria tersebut dapat didiskusikan dan disepakati bersama dengan

DJP. Hasil dari kesepakatan tersebut baiknya dituliskan dalam suatu juklak
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atau petunjuk teknis yang khusus membahas mengenai batasan laporan
keuangan yang wajib diberikan oleh LJK kepada DJP. Juklak atau petunjuk
teknis tersebut dapat dijadikan dasar yang pasti untuk mengetahui batasan
kriteria laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh LJK kepada DJP pada

saat proses pembukaan data keuangan WP.
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